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Abstract: Caliphate restoration is a religious expression that has
developed widely in Indonesia since the reformation era in 1998.
Historical romanticism, the study of Islamic political jurisprudence, and
Islamic eschatology are the basis for the development of religious
expressions regarding the restoration of the Caliphate in Indonesia. Since
the reformation era, various Islamic groups have idealized the restoration
of the Caliphate with a variety of methods. The discourse regarding the
Caliphate idea developed widely in society. However, in contemporary
Indonesian politics, the Caliphate idea is identified by the State as a
dangerous discourse for State sovereignty. Caliphate's discourse is
identified with the trend of radicalism and terrorism. Religious groups
that have longing expressions of the existence of the Caliphate are
identified as "radical" or "terrorist" groups. Stigmatization of the
Caliphate idea is a product of securitization of religious discourse that
develops in society. In the concept of securitization, securitizing actors
try to convince the public to believe that there is an existential "threat"
from the Caliphate discourse against state sovereignty. Using the concept
of securitization, this paper seeks to describe the process of securitization
and the consequences of that process on the development of Caliphate
discourse in Indonesia.
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Idealisme Mengenai Khilafah

Perihal kepemimpinan pasca kewafatan Nabi Muhammad Shallallabn
"Alaihi Wasallam menjadi tema sentral dalam sejarah umat Islam. Dalam
Islam, khilafah merupakan perwujudan kepemimpinan pengganti pasca-
Nabi Muhammad Shallallabn "Alaibi Wasallam. Khilafah berperan sebagai

pemelihara urusan umat dan pengayom bagi umat Islam pasca Nabi
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Muhammad  Shallallabn " Alaibi Wasallam. Eksistensi khilafah merupakan
realita dalam sejarah peradaban Islam.

Dalam konteks hitoris, kekhilafahan memiliki “warisan bagi peradaban
Islam. Romantisme historis mengenai khilafah dicatat dalam beragam
literatur sejarah. Kemajuan sains Timur Tengah di Abad Pertengahan,
perkembangan berbagai ilmu agama, serta ekspansi kekuasaan politik,
dikaitkan dengan masa keemasan kekhilafahan Islam, baik di era Dinasti
Umayyah, Abbasiyah, maupun Ustmani. Memori kolektif mengenai khilafah
juga dikenal dalam sejarah Nusantara. Literatur Melayu mengenal khalifah
Ustmani di Turki dengan sebutan Sultan Rum.! Sejarah Aceh misalnya,
memiliki hubungan intens dengan kekhilafahan Ustmani, termasuk Ketika
Aceh menjalin hubungan dengan Khilafah Ustmani untuk menghadapi
kekuatan Portugis.?

Dalam pidato kongres umat Islam Indonesia tahun 2015, Sultan
Hamengkubuwono X menyatakan bahwa Sultan Turki telah mengukuhkan
Raden Patah sebagai perwakilan kekhalifahan di tanah Jawa yang ditandai
dengan penyerahan dua bendera berkalimat tauhid.? Dalam konteks sejarah
Indonesia, keruntuhan khilafah Ustmani pada 1924 menimbulkan reaksi dari
umat Islam Indonesia. Pada 1924 tersebut, berditi Komite Khilafat di
Surabaya yang dipimpin Wondoamiseno dan KH Wahab Hasbullah.*

Pembahasan mengenai khilafah tidak hanya berkaitan dengan
romantisme masa lalu. Keyakinan eskatologis akhir zaman menjadi salah
satu dasar keyakinan mengenai kekhilafahan. Beberapa hadits mengenai
akhir zaman menjelaskan akan kemunculan khilafah di akhir zaman.
Khazanah pemikiran mengenai khilafah juga didapati dalam kajian figih
siyasi.  Kewajiban mengangkat khalifah, syarat-syarat khalifah, cara
pengangkatan khalifah, menjadi sebagian pembahasan dalam kajian fikih
mengenai khilafah.> Khilafah merupakan institusi sentral dalam menjalankan
syariat Islam. Terdapat beberapa aspek dalam syariat Islam yang tidak dapat
diterapkan jika tidak ada institusi khilatah. Ketiadaan khilafah menyebabkan
kewajiban-kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan. Karena itu,
pengusung ide restorasi khilafah menjuluki mendirikan khilafah sebagai Tajun/

Furndh atau “mahkota kewajiban.”
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Kombinasi romantisme masa lalu, tradisi figih politik, dan keyakinan
eskatologi akhir zaman, menjadikan khilafah sebagai bagian khazanah dalam
pemikiran politik Islam. Ekspresi kerinduan terhadap eksistensi khilafah
berkembang di Indonesia sejak era reformasi 1998. Sejak era tersebut,
beragam kelompok Islam di Indonesia memiliki ekspresi keagamaan
tethadap kebangkitan kembali khilafah. Ekspresi keagaamaan tersebut
diwujudkan dalam beragam kegiatan dakwah. Khilafah merupakan wacana
keagamaan yang berkembang seiring tren demokratisasi pasca reformasi
1998. Namun dalam dinamika politik Indonesia kontemporer, ekspresi
keagamaan mengenai khilafah diidentikkan dengan radikalisme dan
terorisme. Beragam kelompok pengusung wacana khilafah dianggap sebagai
kelompok Islam “radikal” yang intoleran dan “anti-Kebhinnekaan.” Bahkan
wacana khilafah kemudian dikaitkan dengan terorisme ISIS.

Gerakan Restorasi Khilafah sejak Era Reformasi 1998

Dalam konteks Indonesia modern, wacana restorasi khilafah
mengemuka pasca-reforasi. Pasca reformasi 1998, terdapat beberapa
gerakan Islam yang mengusung ide restorasi khilafah. Hizbut Tahrir
Indonesia (HTT) adalah kelompok yang secara eksplisit mengusung agenda
penegakan khilafah. HTI kerap mengkritik demokrasi, kapitalisme,
komunisme, dan nasionalisme. HTT juga mengkaji isu-isu aktual di bidang
sosial, politik, dan ekonomi, serta menawarkan khilafah sebagai solusi
problematika bangsa Indonesia. Kelompok HTI eksis dan berkembang sejak
awal era reformasi.® Pada tahun 2003, HTT pernah bertemu dengan Wakil
Presiden Hamzah Haz menawarkan syariat Islam sebagai solusi mengatasi
krisis.7” HT1 menyelenggarakan acara bertema khilafah seperti Muktamar
Khilafah dan Konferensi Khilafah Internasional. Beberapa tokoh nasional
maupun mantan pejabat negara Indonesia pernah menghadiri acara-acara
yang diinisasi oleh HTI. Adyaksa Dault-mantan Menteri Pemuda dan
Olahraga periode 2004-2009- menghadiri Muktamar Khilafah yang
diselenggarakan HTT pada tahun 2013. Wiranto-Mantan Panglima Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia era Presiden Socharto- menghadiri acara
yang diselenggarakan oleh HTI pada 2008. Dalam acara tersebut, Wiranto
yang menjadi salah satu pembicara di acara HTT tersebut menyatakan bahwa
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HTT dan Partai Hanura-partai yang dipimpin Wiranto- adalah “serupa tapi
tidak sama.”®

Acara-acara HTT bertema khilafah dilakukan di ruang-ruang publik.
Konferensi Khilafah Internasional diselenggarakan di Stadion Gelora Bung
Karno.? Pada 2013, TVRI menayangkan acara Muktamar Khilafah tingkat
nasional. TVRI Jawa Timur pernah menayangkan acara Muktamar Khilafah
di Jawa Timur pada tahun yang sama dengan durasi satu jam. Dalam level
daerah, HTI-di kota Malang- pada 2012 mendapat penghargaan dari Polres
Malang sebagai organisasi paling tertib dalam melakukan unjuk rasa.
Penghargaan tersebut disaksikan jajaran pemerintahan dan aparat keamanan
di Kota Malang.!® Beberapa aktivis HTT diterima sebagai anggota MUI baik
di pusat maupun di provinsi, maupun kabupaten.!” HTT juga tercatat pernah
bekerjasama dengan beberapa Dinas Pendidikan daerah untuk membina
kegiatan ekstrakurikuler dan pelatihan sejarah bagi guru agama Islam.? HTI
tercatat pernah diundang beraudiensi dengan DPR.13 Pada tahun 2014, HTI
mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM
di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.!*

Terdapat beberapa kelompok lain yang memiliki aspirasi restorasi
khilafah. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah salah satu kelompok
tersebut. Kongres Mujahidin I di Yogyakarta pada 1997, menghasilkan
Piagam Yogyakarta dan Majelis Mujahidin. Salah satu butir dalam piagam
Yogyakarta berbunyi, “Mujahidin Indonesia membentuk Majelis Mujahidin
menuju terwujudnya Imamah (Khilafah), kepemimpinan umat baik di dalam
negeri maupun dalam kesatuan umat Islam sedunia”.’> Namun berbeda
dengan HTI, MMI lebih berfokus pada isu penegakan syariat Islam secara
langsung di negara atau masyarakat.! MMI memiliki agenda memformalkan
syariat Islam sebagai bagian konstitusi negara.!” Di antaranya MMI
memperjuangkan Piagam Jakarta.!® Bagi MMI, pembetlakuan syariat Islam
di kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal sangat penting.
Sebagaimana tertuang dalam visi kelompok tersebut yaitu “Adapun
penegakan Syari’ah Islam dalam kehidupan sosial kenegaraan, artinya
berjuang demi memberlakukan Syari’ah Islam dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara sehingga terwujud negara yang adil, makmur dan sejahtera
dalam ampunan Allah SWT, sebagai basis Khilafah Islamiyah”.'"? Meski
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demikian, MMI memiliki substansi idealisme yang sama, yaitu negara
Khilafah Islamiyah.?0 Baik MMI dan HTI meyakini bahwa keberadaan

khilafah untuk menciptakan tatanan Islam secara menyeluruh.?!

Font Pembela Islam (FPI) juga merupakan kelompok yang memiliki
idealisme khilafah. AD/ART FPI menyatakan “Visi dan misi organisasi FPI
adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah
melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengawalan jihad.”??
Meski demikian FPI memiliki penjelasan berbeda mengenai cara mendirikan
khilafah. FPI beranggapan bahwa mendirikan khilafah tidak menafikan
realita negara bangsa dalam politik kontemporer.?> Habib Rizieq Shihab,
Imam Besar FPI, menyatakan bahwa secara prinsip khilafah versi HTI
adalah ideal, namun untuk mencapai idealisme tersebut, FPI memiliki
konsep tersenditi yang lebih realistis, yaitu sinergi negara-negara Islam.*
Habib Rizieq Shihab menyatakan bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran
Islam yang wajib untuk terus disosialisasikan.?

Pimpinan ketiga kelompok tersebut, yaitu MMI, FPI, HTI, pernah
diundang melakukan dialog oleh Dewan Pertimbangan Presiden
(Wantimpres) bidang hubungan antar agama yang diketuai KH. Ma’ruf
Amin pada 2014. Pertemuan pada 2014 tersebut mengambil topik Peran
Umat Beragama dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan. Dalam pertemuan
tersebut, KH. Ma’ruf Amin menyimpulkan bahwa penegakan syariat Islam
tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar.?

Kelompok lain yang dikenal memiliki idealisme khilafah adalah
Khilafatul Muslimin. Kelompok ini juga mengklaim bahwa penegakan
khilafah adalah hal yang diwajibkan dalam agama.?” Namun berbeda dengan
kelompok lain yang masih mengupayakan restorasi khilafah, kelompok
Khilafatul Muslimin mengklaim telah menjadi organisasi dengan sistem
khilafah yang sah. Maklumat Khilafatul Muslimin pada tahun 1997 menjadi
penanda pendirian khilafah kelompok tersebut. Abdul Qadir Hasan Baraja
menjadi khalifah dari kekhilafahan kelompok Khilafatul Muslimin.
Kelompok ini juga kerap melakukan aktivitas sosial keagamaan di beberapa
kota. Selain itu, kelompok Khilafatul Muslimin juga melakukan baiat di
berbagai wilayah Indonesia. Khilafatul Muslimin memiliki struktur dan ke-
mas’ul-an yang tersebar di Indonesia. Pada 2016, Khilafatul Muslimin
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mengklaim telah memiliki 16 wilayah, 68 Ummul Quro, dan 310 kemas’ulan
di Indonesia.?8 Khilafatul Muslimin berkembang dengan kajian, ceramah,

pondok pesantren, diskusi dan silaturahmi.?

Khilafatul Muslimin menjelaskan bahwa khilafah yang mereka anut
bukan sebagai sebuah negara, namun kesatuan dalam jamaah tanpa batas
negara.® Khilafatul Muslimin menganalogikan kekhilafahannya dengan
kepausan dalam tradisi Katholik Roma, bukan sebagai sebuah negara.’!
Khilafatul Muslimin menyatakan bahwa khilafah versi kelompok tersebut
tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Perkembangan keompok Khilafatul Muslimin yang mengandalkan cara
damai, dakwah, dan pendidikan. Khilafatul Muslimin menekankan bahwa
khilafah kelompok tersebut tidak ingin menimbulkan konflik.

Deklarasi pendirian “khilafah” oleh ISIS di Syria dan Irak juga
mempengaruhi diskursus mengenai khilafah di Indonesia. ISIS aktif
menyebarkan propaganda mengajak kaum muslim Indonesia untuk
“berhijrah” ke “khilafah” yang berpusat di Syria dan Irak.3? Dalam berbagai
publikasi mengenai operasi perangnya, ISIS turut mengatasnamakan
khilafah.3? Klaim khilafah ini membedakan ISIS dengan kelompok “jihadis”
lain seperti Al Qaeda. Ide khilafah hanya memiliki peran minor dan porsi
kecil dalam diskursus Al Qaeda.?*

Sekuritisasi terhadap Wacana Khilafah di Indonesia

Khilafah Islam merupakan bagian dari khazanah pemikiran politik
Islam dan realita sejarah peradaban Islam. Beragam kelompok Islam yang
berkembang di Indonesia memiliki idealisme mengenai khilafah. Wacana
mengenai khilafah identik sebagai ekspresi keagamaan sebagian umat Islam
Indonesia. Hal ini ditunjang oleh fakta historis relasi khilafah dan Nusantara,
keyakinan eskatologis, serta figih politik. Ide restorasi khilatah mengalami
perkembangan di Indonesia. Berbagai kelompok mengekspresikan restorasi
khilafah dalam berbagai variasinya. Ide khilafah menjadi bagian dari ekspresi
keagamaan yang popular sejak pasca reformasi 1998. Wacana khilafah
kemudian diterima oleh kalangan masyarakat yang lebih beragam, termasuk
oleh kalangan kiai dan ustadz dari berbagai pondok pesantren Ablussunnah
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wal Jamaah.> Namun terjadi kontradiksi dalam perkembangan politik
teraktual di Indonesia. Dalam konteks terkini, khilafah diilustrasikan dengan
pandangan yang monolitik dan negatif. Ekspresi keagamaan mengenai
khilafah dianggap sebagai ancaman trans-nasional kontemporer yang
membahayakan eksistensi NKRI. Terdapat stigmatisasi bahwa wacana
restorasi khilafah sebagai pemecah belah persatuan, anti kemajemukan, dan
bertentangan dengan pilar-pilar kebangsaan. Selain itu, ekspresi kegamaan
mengenai khilafah juga diidentikkan dengan radikalisme, ekstrimisme, dan

terorisme.

Berbagai pernyataan oleh aktor negara memperkuat sentimen negatif
tethadap ekspresi keagamaan mengenai khilafah. Wakil Ketua Majelis
Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Basarah, menjelaskan bahwa
khilafah adalah doktrin keagamaan sempit yang ingin menciptakan negara
Islam dengan sistem khilafah dunia. Khilafah dinilai sebagai ancaman nyata
yang ingin menggantikan ideologi Pancasila.’” Wakil Presiden RI, Ma’ruf
Amin menyatakan bahwa khilafah adalah isu yang berpotensi merusak
tatanan bernegara dan menimbulkan radikalisme.?

Stigmatisasi juga diberikan kepada kelompok-kelompok yang
mengusung wacana khilafah. Pada 2017, Menteri Koordinator Politik
Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyatakan bahwa
HTI memiliki kedekatan dengan kelompok ISIS. Pernyataan ini diucapkan
Wiranto dalam konteks mewaspadai kembalinya Warga Negara Indonesia
(WNI) yang pernah menjadi mantan petempur ISIS. Wiranto menyatakan
bahwa pemerintah mewaspadai setiap kelompok yang ingin membawa
ideologi selain Pancasila. Wiranto menyatakan, “Dampak untuk Indonesia,
maka kita hadapi gerakan trans-nasional yang jelas sangat tidak nasionalis
dan tidak NKRI dan Pancasilais, dan saya menyatakan HTI termasuk
memiliki hubungan dekat dengan ISIS.” Untuk mengantisipasi kondisi
“darurat” itu, Wiranto menegaskan bahwa negara memiliki prioritas untuk
menciptakan kondisi nasional. Wiranto menambahkan, dalam konteks
tersebut, presiden dapat mengeluarkan diskresi kebijakan yang luar biasa.?

Dengan kata lain, ekspresi keagamaan mengenai khilafah telah
mengalami objek sekuritisasi. Gambaran negatif terhadap konsepsi khilafah
tidak terlepas dari sekuritisasi yang dilakukan securitizing actor. Dengan
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mengidentikkan ide khilafah kepada tren radikalisme-terosime, wacana
mengenai khilafah kemudian dianggap sebagai ancaman kontemporer
terhadap Indonesia. Negara digambarkan sedang dalam kondisi “genting”
menghadapi ancaman ideologi radikalisme keagamaan terbaru. Karena
menghadapi keadaan “genting,” maka negara berhak menindak para pihak
yang memiliki ekspresi keagamaan mengenai khilafah.

Proses Sekuritisasi

Sekuritisasi merupakan konsep yang membahas bahwa hal keamanan
bukan hanya terbatas pada isu tradisional seperti ancaman militer ataupun
perang konvensional antar negara. Namun sekuritisasi memandang bahwa
isu keamanan mencakup isu yang lebih luas, mencakup isu keamanan politik,
masyarakat, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. Dengan sekuritisasi, hal-
hal yang sebelumnya bukan merupakan sebuah ancaman, kemudian
dikonstruksi menjadi isu ancaman. Konsep ancaman bukan merupakan
sesuatu yang “natural”, tetapi dirancang dirancang oleh securitizing actor. Hal-
hal non-militer dapat berubah menjadi ancaman urgen yang harus diatasi
ketika dilabeli dengan istilah “berbahaya” atau “mengancam.” Terdapat
konstruksi “kegentingan” dari isu-isu yang dianggap sebagai ancaman.
Karena itu, sekuritisasi merupakan bentuk lebih lanjut dari politisasi.
Sekuritisasi identik dengan ancaman, s#rvival, urgensi, dan pertahanan.*

Sekuritisasi ini dapat dibuat oleh securitizing actor yang dapat berupa
aktor negara, kelompok, masyarakat, ataupun individu. Secriting actor ini
berbicara bahwa ada object referent yang mendapat ancaman dari ancaman
eksistensial. ! Namun dalam banyak hal, sekuritisasi seringkali dibuat oleh
securitizing actor dengan cara melakukan speech act yang berulang-ulang
sechingga meyakinkan publik akan adanya ancaman genting terhadap
keamanan terhadap negara atau masyarakat. Speech act dilakukan rezim
dengan berbagai instrumen, seperti melalui konferensi pers, media, seminar,
dan sebagainya.®? Speech act dilakukan dengan meyakinkan publik sedang
menghadapi ancaman eksistensial dari sesuatu. Terdapat “dramatisasi”
masalah dalam proses sekuritisasi.** Dengan kata lain, terjadi “dramatisasi”

masalah untuk meyakinkan publik akan adanya isu keamanan dari yang
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sebelumnya bukan merupakan masalah keamanan. “Dramatisasi” masalah
tersebut harus diselesaikan dengan prioritas utama di luar kebiasaan

prosedur yang berlaku.#

Publik harus dapat diyaknikan bahwa securitizing actor berhak melakukan
tindakan tidak lazim atas nama kondisi darurat. Dari konstruksi ancaman
tersebut, lantas untuk mengatasi ancaman tersebut, diperlukan tindakan-
tindakan di luar kebiasaan. Tindakan di luar kebiasaan tersebut termasuk di
dalamnya adalah mobilisasi aparat keamanan dan relawan untuk bersama
mengatasi sesuatu yang dianggap sebagai ancaman eksistensial.¥ Isu
keamanan merupakan konstruksi dari pengambil kebijakan. Sekuritisasi
memungkinkan tindakan urgen untuk mengatasi kondisi genting bahkan
tanpa melewati prosedur demokrasi. Sekuritisasi merupakan proses dimana
masalah-masalah yang diperbincangkan atau tidak diperbincangkan di
publik, diangkat menjadi isu keamanan dengan tingkat urgen sehingga dapat
mengabaikan perdebatan publik dan prosedur demokrasi.*

Konsekuensinya, sekuritisasi mengabaikan prinsip demokrasi. Publik
diyakinkan bahwa karena terdapat ancaman yang genting, maka pencegahan
yang luar biasa dan bahkan melanggar aturan untuk melawan ancaman
tersebut dapat dibenarkan.#” Hal yang perlu diperhatikan dalam kajian
sekuritisasi adalah, sekuritisasi akan sukses dilakukan jika memenuhi
beberapa syarat, pertama pihak yang melakukan sekuritisasi memiliki
kemampuan meyakinkan. Kedua, speech act harus dapat meyakinkan publik.
Ketiga, publik harus memiliki akses informasi terthadap berbagai instrumen
speech act. Keempat, sekuritisasi dilakukan tepat pada kondisi sosial-ekonomi

yang mendukung.*8

Dalam politik Indonesia kontemporer, pemerintah sebagai securitizing
actor melalui berbagai agensinya menyebarkan konstruksi ancaman dari
ekspresi keagamaan mengenai khilafah. Khilafah dikonstruksi sebagai
ancaman cksistensial terhadap kedaulatan nation-state dan pilar kebangsaan.
Sekuritisasi ditunjukkan dengan mengkonstruksikan wacana khilafah dengan
tren terorisme ISIS. Konstruksi tersebut seiring dengan tren ISIS yang
mendeklarasikan kekhiilafahan secara sepihak di Irak dan Syria pada 2014.
Dalam  “masa  keemasannya”  pada  2014-2016, ISIS  akdf
mempropagandakan klaim kekhilafahan.# Namun klaim sepihak ISIS
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mengenai khilafah tersebut ditolak oleh berbagai kelompok Islam di
Indonesia, termasuk oleh kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang juga
memiliki idealisme khilafah.50

Praktik sekuritisasi terhadap wacana khilafah mulai masif dilakukan
sejak pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan HTI pada 2017.
Pemerintah menyatakan bahwa karena HTI memiliki agenda mengenai
khilafah, maka kegiatan yang dilakukan kelompok tersebut bertentangan
dengan dasar-dasar negara. Konsepsi mengenai khilafah dianggap tidak
sesual dengan Pancasila, sehingga dianggap dapat mengancam keutuhan
NKRI yang berbasis semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia
merupakan negara yang multikultural, sedangkan khilafah dianggap hanya
merepresentasikan ide sebagian kelompok Muslim yang ada di Indonesia.

Alasan yang dikemukakan pemerintah adalah HTT tidak memiliki peran
dalam pembangunan, mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat,
serta membahayakan NKRIL>' Menkopolhukam menyatakan bahwa
pembubaran HTT adalah untuk menyelamatkan kedaulatan negara.>? Salah
satu yang dibuat menjadi dasar pencabutan badan hukum HTI tersebut
adalah rekaman dakwah HTI yang mengkampanyekan khilafah.> Dalam
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)
Kemenkopolhukam tahun 2017, disebutkan bahwa HTI mengusung
ideologi khilafah yang berorientasi menghilangkan negara-bangsa.>* Kepala
Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, menyatakan bahwa HTI
dibubarkan karena mengusung konsep khilafah yang ingin mengganti
Pancasila.>

Menkopolhukam, Wiranto, menyebutkan bahwa tidak ada kompromi
dengan pihak-pihak yang mengancam NKRI, termasuk HTI yang
mengusung ide khilafah. Menurut Wiranto, ancaman terhadap NKRI ini
bukan hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa.> Pada Juli 2017, pemerintah
menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) no.
2 tahun 2017. Perppu tersebut sekaligus menggantikan UU No. 17 tahun
2013. Perppu tersebut bersifat kontroversial karena mempermudah
mekanisme pembubaran organisasi masyarakat (ormas), menghapus
mekanisme pengadilan sebelum pembubaran ormas, serta definisi yang
longgar mengenai paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan
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berdasar Perppu kontroversial tersebut, pemerintah mencabut status badan
hukum HTI. Permerintah juga mewacanakan aturan untuk melarang setiap
individu menyebarkan paham khilafah. Berkaitan dengan hal tersebut,
Presiden Joko Widodo menyatakan akan “menggebuk” ormas yang dinilai

anti-Pancasila.>”

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menyatakan bahwa khilafah akan
memecah belah bangsa. Tito Karnavian menyatakan bahwa paham-paham
baru seperti khilafah, terortis, jihadi, dan takfiri adalah akibat globalisasi yang
menginfiltrasi masyarakat. Lebih lanjut, Tito Karnavian menyatakan bahwa
jika berbagai ideologi radikal berkembang, maka Indonesia dapat terpecah
seperti Uni Soviet.”® Lemhannas, dalam publikasi Swantara September tahun
2017, menyatakan bahwa Indonesia menghadapi ancaman fisik dan non-
fisik. Namun ancaman non-fisik dipandang lebih besar tingkat ancamannya
dibandingkan ancaman fisik. Salah satu ancaman non-fisik tersebut adalah
upaya kelompok-kelompok radikal di Indonesia untuk mengubah konsensus
para pendiri bangsa.®® Upaya tersebut di antaranya adalah keberadaan
organisasi yang mengkampanyekan sistem khilafah di Indonesia. Kajian
mengenai khilafah dilakukan di Lemhanas. Dalam dokumen Rangka
Pelajaran Pokok (RPP) Program Pendidikan Reguler Angkatan LX tahun
2020 Lemhanas RI, terdapat diskusi panel dengan topik “NKRI dan
Khilafah.”¢0

Menteri Pertahanan, Rymizard Ryacudu, dalam pernyataannya di forum
Indonesia International Defense Science Seminar, menyatakan bahaya perang
mindset  paham  khilafah bersifat sistematis dan terstruktur ingin
menggantikan dasar-dasar negara Indonesia. Ryacudu menyatakan bahwa
perang mindset ini adalah ancaman yang nyata dan berbahaya bagi
Indonesia.®! Menkopolhukam, Wiranto, menyatakan bahwa khilafah adalah
bentuk pengingkaran dari persatuan yang dicanangkan pendahulu bangsa.®?

Dalam perkembangannya, pemerintah aktif melakukan speech act ke
berbagai sektor untuk mengkonstruksikan bahaya khilafah. Badan Intelijen
Keamanan Polri (Baintelkam Polri), dalam rangka Workshop Nasional
Asosiasi Masjid Kampus Indonesia pada 10 November 2018, menerbitkan
dokumen “Bahan Kapolri Tentang Gerakan Dakwah Intelektual Kampus
dalam Rangka Menangkal Radikalisme.” Dalam dokumen tersebut,
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Baintelkam Polri menyatakan adanya ancaman yang membahayakan NKRI
serta merugikan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Ancaman
tersebut adalah keberadaan kelompok radikal di lingkungan masjid kampus.
Dalam dokumen tersebut, kelompok yang disebut sebagai pendukung
khilafah adalah kelompok HTI dan Wahabi yang berbahaya bagi NKRI.¢?

Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melansir
data mengenai radikalisme. Belmawa Ristekdikti, dengan mengutip
penelitian oleh Alvara, mengungkapkan data, terdapat penyebaran
radikalisme mahasiswa yang salah satu indikasinya adalah menyetujui
khilafah. Data dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa sekitar 19,6%
mahasiswa mendukung peraturan daerah (Perda) Syari’ah, 17,8% setuju
khilafah, 16,8% mendukung ideologi Islam, 34,3% lebih memilih membantu
Palestina karena kesamaan agama. Menristekdikti menyatakan terdapat
sepuluh perguruan tinggi yang telah lama terpapat radikalisme. ¢+

Untuk mencegah radikalisme, Kemenristekdikti membuat aturan
Permentristekdikti 55 tahun 2018 yang berisi pembinaan kebangsaan
perguruan tinggi terhadap mahasiswa. Permenristekdikti tersebut berisi
pembentukan organisasi kemahasiswaan sebagai wadah pembinaan ideologi
Pancasila. Selain itu, Kemenristekdikti aktif menyelenggarakan deklarasi
anti-radikalisme di berbagai kampus. Kemenristekdikti juga melibatkan BIN
dan BNPT dalam proses pemilihan rektor. Kemenristekdikti meminta
kampus untuk mendata akun media sosial dosen, mahasiswa, dan pegawai
untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Kemenristekdikti
menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penangkalan Paham Radikalisme di
Perguruan Tinggi.t

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2018,
menerbitkan dokumen untuk publik “Menangkal Radikalisme di
Pendidikan.”® Salah satu indikator radikalisme yang digunakan dalam
dokumen tersebut adalah menyetujui khilafah. Bahkan dalam dokumen
tersebut dijelaskan contoh kasus di beberapa sekolah terdapat tenaga
pendidik dan kependidikan yang menyetujui khilafah.

Kementerian Agama (Kemenag) turut memperhatikan kajian mengenai
khilafah. Kemenag merevisi pembahasan bab khilatah di madrasah. Bab
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khilafah dipindah dari kajian figith menjadi pembahasan sejarah. Dalam
dokumen program prioritas Kemenag tahun 2019-2020, disebutkan salah
satu program prioritas Kemenag adalah melawan paham khilafah.¢

Menteri Pertahanan, Rymizard Ryacudu merilis terdapat 23,4%
mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah,
23,3% pelajar SMA jihad untuk negara Islam atau khilafah, 18,1% pegawai
swasta tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4% PNS tidak setuju
dengan ideologi Pancasila, 9,1% pegawai BUMN tidak setuju dengan
ideologi negara, dan 3% prajurit TNI yang terpengaruh dan tidak setuju
ideologi Pancasila.®® Selain itu, BIN juga merilis data bahwa terdapat 41
masjid di lingkungan pemerintah dan BUMN vyang terpapar radikalisme.
Salah satu indikator masjid radikal adalah terdapat ceramah yang positif
tethadap khilafah.® Renstra Dewan Ketahanan nasional 2015-2019
menyoroti kelompok kanan yang memiliki agenda penegakan syariat Islam
dan khilafah. Dalam dokumen tersebut, Dewan Ketahanan Nasional
mengharapkan peran pers sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat.”
Redaksi media “Jalan Damai” edisi Januari 2019-media resmi milik Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)-menyatakan bahwa pada
tahun 2019 narasi mengenai khilafah masih cukup tinggi dan menghiasi
framing kejadian dan peristiwa nasional. Redaksi media BNPT tersebut
menilai bahwa ancaman ini akan berlanjut pada 2020. Narasi khilafah ini
identik dengan intoleransi, anti-NKRI, dan anti-Pancasila.”

Dampak Sekuritisasi Wacana Khilafah

Wacana khilafah berkembang dan menjadi aspirasi sebagian kelompok
Muslim sejak era reformasi 1998. Sejak 1998, wacana tersebut berkembang
serta menjadi isu popular. Wacana mengenai khilafah diekspresikan dalam
berbagai kegiatan religi sebagai bagian dari ekspresi keagamaan. Selain itu,
perkembangan wacana mengenai khilafah menjadi bagian realita demokrasi
Indonesia. Hal tersebut nampak dalam perkembangan gerakan berbagai
kelompok yang menerima konsep khilafah. Namun tren sekuritisasi
terhadap wacana khilafah kemudian mengidentikkan khilafah sebagai sebuah
ancaman terhadap negara. Sekuritisasi meniscayakan bagaimana negara
dapat menggeser fokus dari hal yang sebelumnya bukan isu keamanan
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menjadi isu keamanan. Isu keamanan tersebut dianggap “darurat” dan
“genting,” sehingga membutuhkan langkah-langkah prioritas untuk

mengatasi masalah tersebut.

Untuk meyakinkan publik, securitizing actor melakukan speech act yang
menyatakan negara menghadapi ancaman genting. Beragam pernyataan
securitizing actor, dilakukan berulang di berbagai forum. Sosialisasi mengenai
bahaya khilafah gencar dilakukan melalui berbagai kegiatan, seminat,
konferensi, dan pertemuan lainnya. Media menjadi sarana bagi tindakan
speech act yang dilakukan securitizing actor kepada publik. Langkah tersebut
diambil untuk meyakinkan publik akan adanya ancaman dari wacana
khilafah. Tren lainnya, untuk mensekuritisasi wacana khilafah, securitizing actor
cenderung mengidentikkan khilafah dengan radikalisme dan terorisme.
Indikator untuk mengukur seseorang telah terpapar radikalisme atau tidak.
Salah satu indikator radikalisme menggunakan poin setuju atau tidak
tethadap wacana khilafah. Seewritizing actor menarasikan kelompok
pendukung khilafah seperti HTI identik dengan kelompok yang dekat
dengan ISIS. Wacana khilafah yang sebelumnya adalah ekspresi keagamaan,

kemudian identik dengan radikalisme dan terorisme.

Sekuritisasi terhadap wacana khilafah memiliki dampak terhadap
kebebasan berekspresi serta mengeluarkan pendapat. Termasuk potensi
ancaman terhadap kebebasan mimbar akademik di tingkat perguruan tinggi.
Dalam beberapa kasus, pendidik di perguruan tinggi mendapat peringatan
oleh pihak universitas karena dianggap “terpapar radikalisme”. Terdapat
kasus akademisi dipanggil pihak universitas untuk menandatangani surat
pernyataan tidak mengulangi terlibat dalam aktivitas “radikalisme.” Juga
terdapat kasus pemberhentian dari jabatan struktural terhadap akademisi
yang dianggap mendukung kelompok pro-khilafah, misalnya kasus sanksi
terthadap akademisi yang menjadi saksi ahli bagi HTI di sidang PTUN.
Kasus lainnya adalah ancaman sanksi terhadap akademisi yang terlibat dalam
meme mendukung HTT. Pendidikan tinggi yang memiliki idealisme berpikir
kritis dan memiliki kebebasan mimbar akademik, mendapat batasan dengan
istilah “terpapar radikalisme.”

Sekuritisasi juga memiliki dampak terhadap potensi konflik hotizontal
di masyarakat. Pada 2018, terjadi pembakaran simbol bendera bermotif

38 Jisiera: the Journal of Islamic Studies and International Relations



Prihandono Wibowo

kalimat tauhid oleh oknum ormas, yang menganggap kalimat tauhid sebagai
simbol HTI. Peristiwa pembakaran bendera tauhid tersebut memobilisasi
aksi balasan masyarakat dalam Aksi Bela Tauhid. Terdapat beberapa kasus
persekusi terhadap individu atau kelompok yang identik dengan pro-
khilafah. Kasus ancaman pembubaran beberapa forum pengajian yang diisi
oleh tokoh agama yang dianggap pro-khilafah, terjadi di Pasuruan, Malang,
dan Jakarta. Termasuk acara Khilafatul Muslimin yang bertajuk “Syiar dan
Silaturahmi  Kekhalifahan Islam se-Dunia” di Bogor yang akan
diselenggarakan di Masjid Az-Zikra Bogor pada 2018, dibatalkan karena
tidak mendapat izin dati kepolisian. Khilafatul Muslimin juga menjadi
organisasi yang diawasi di beberapa kota. Selanjutnya, kelompok FPI juga
dipermasalahkan. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mempersoalkan
istilah “khilafah Islamiyah” dalam AD/ART FPIL. Ancaman terhadap
jaminan berserikat juga ditandai dengan pencabutan badan hukum HTI
dengan menggunakan Perppu No. 2 tahun 2017 yang kontroversial.

Sekuritisasi juga tetjadi akibat tidak ada kesepakatan bersama mengenai
definisi pasti mengenai apa yang dimaksud dengan radikalisme schingga
istilah radikalisme menjadi mudah disematkan oleh securitizing actor kepada
pihak manapun. Ekspresi keagamaan seperti merindukan khilafah, atau tidak
setuju terhadap pemimpin non-Muslim, atau setuju Perda Syariah,
digolongkan termasuk ke dalam kategori “radikalisme.” Karena ketiadaan
indikator yang disepakati bersama tersebut, sehingga istilah radikalisme
rawan digunakan secara politis untuk membungkam ekspresi keagamaan.
Terlebih istilah radikalisme ini kemudian dikaitkan dengan fenomena tren
terorisme ISIS. Termasuk dalam konteks ini adalah ekspresi keagamaan
mengenai khilafah yang dikonstruksi identik dengan fenomena pemikiran
takfiri, intoleran, radikalisme dan terorisme.

Kesimpulan

Narasi mengenai bahaya wacana khilafah adalah produk hasil
sekuritisasi. Wacana khilafah yang awalnya merupakan ekspresi keagamaan
sebagian kelompok umat Islam, kemudian diidentikkan sebagai ancaman
eksistensial yang membahayakan negara. Perkembangan wacana mengenai
khilafah digambarkan sebagai perang mindset dari kelompok “radikal” yang
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ingin menggantikan dasar negara. Proses sekuritisasi berlangsung melalui
berbagai aksi speech act yang berlangsung secara stimultan. Speech act dilakukan
baik melalui konferensi, keterangan pers, maupun pemberitaan media.
Paparan data ini diulang-ulang oleh securitizing actor untuk meyakinkan publik.
Proses sekuritisasi memiliki dampak pada jaminan kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Diperlukan kajian lebih lanjut serta

pemaknaan yang jelas mengenai konsep khilafah, radikalisme, dan terorisme.
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